ABSTRAK

Penyelesaian perselisinan ketenagakerjaan merupakan awal langkah yang
diinginkan semua pihak dalam berselisih. Di dalam penyelesaian perselisihan di
harapkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu permasalahan .agar
dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan sehingga tidak bisa lagi
diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Permasalahan dalam skripsi ini
adalah bagaimanakah status hubungan kerja antara si pekerja dengan pengusaha
selanjutnya sebelum adanya putusan PHI No0.228/PHI.6/2008PN.JKT.PST dan
apabila perusahaan tetap bersikukuh ingin memberhentikan pekerjanya, maka
tindakan hukum bagaimana yang dapat dilakukan pekerja setelah adanya putusan
tersebut. Metode yang penulis gunakan pada skripsi adalah metode penelitian
hukum normatif dengan tipe penelitian kepustakaan yang datanya bersumber dari
data sekunder dan data tersier. Kemudian analisa data dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Staff Additional Term & Conditions
— Code of Ethics & Confidentiality agreement yang menjadi dasar Tergugat untuk
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pihak penggugat, sebenarnya
bisa dijadikan alasan untuk melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap pihak
Penggugat. Penulis sepakat dengan pertimbangan majelis hakim bahwa substansi
butir 5 poin (ii) dari Syarat-syarat Tambahan Bagi Staff Kode Etik dan Perjanjian
Kerahasiaan (Staff Aditional Term & Conditions — Code of Ethics &
Confidentiality agreement) yang berisikan kewenangan sepihak kepada Tergugat
untuk melakukan tindakan PHK dengan mengabaikan asas audi et alteram partem,
maka Syarat-syarat Tambahan Bagi Staff Kode Etik dan Perjanjian Kerahasiaan
(Staff Aditional Term & Conditions — Code of Ethics & Confidentiality
agreement) diputuskan tidak sah serta tidak mengikat. pada prinsipnya sudah
pernah dilakukan upaya hukum lain yaitu Alternative Dispute Resolution, yakni
melalui Mediasi. Namun proses ini, rupanya tidak berhasil, sehingga proses
melalui litigasi, yaitu persidangan di Pengadilan Hubungan Industri. Di dalam
putusan majelis hakim, akhirnya dipenuhi hak-hak dari Mr. Dirk Stuip.



